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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
1. Konsonan 
 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا alif Tidak dilambangkan tidak  dilambangkan 
ب ba b Be 
ت ta t Te 
ث sa ṡ es (dengan titik di  atas) 
ج jim j Je 
ح ha ḥ ha (dengan titk di bawah) 
خ kha kh ka dan ha 
د dal d De 
ذ zal ż zet (dengan titik di atas) 
ر ra r Er 
ز zai z Zet 
س sin s Es 
ش syin sy es dan ye 
ص sad ṣ es (dengan titik di bawah) 
ض dad ḍ de (dengan titik di bawah) 
ط ta ṭ te (dengan titik di bawah) 
ظ za ẓ zet (dengan titk di bawah)  
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ع „ain „ apostrof terbalik 
غ gain g Ge 
ف fa f Ef 
ق qaf q Qi 
ك kaf k Ka 
ل lam l El 
م mim m Em 
ن nun n En 
و wau w We 
ه ha h Ha 
ء hamzah , Apostof 
ي ya y Ye 
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 
tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di a  i    a a  i   i    n an 
 an a     . 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tungggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut : 
 
Tanda Nama Huruf  Latin Nama 
َ ا fatḥah A A 
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َ ا 
kasrah I I 
َ ا ḍammah U U 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu : 
 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 َى 
 
fatḥah an yā‟ 
 
ai 
 
a dan i 
 
 َو ى 
 
fatḥah dan wau 
 
au 
 
a dan u 
 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 
 
 
Harkat dan 
Huruf 
 
Nama 
 
Huruf dan 
Tanda 
 
Nama 
 
..... | َا َى.  
fatḥahdan alif 
a a yā‟ 
ā 
a dan garis di 
atas 
ى kasrah  anyā‟ i 
i dan garis di 
atas 
وى ḍammahdan wau ū 
u dan garis di 
atas 
 
4. Tā‟ Ma būṭah 
Transliterasi untuk tā’ marbūṭahada dua, yaitu: tā’ marbūṭahyang hidup 
atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, yang transliterasinya 
adalah [t]. Sedangkan tā’ marbūṭahyang mati atau mendapat harkat sukun 
transliterasinya adalah [h]. 
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Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭahdiikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka 
tā’ marbūṭah itu transliterasinya dengan (h). 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda tasydid (  ّ ), dalam transliterasinya ini dilambangkan  
dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
Jika huruf ىber-tasydid  di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 
kasrah(  ّىِى),maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddahmenjadi (i). 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf 
ال (alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang 
ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah 
maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf 
langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang 
mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).  
7. Hamzah 
Aturan transliterasi        a  a    n a i a             hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah 
terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia 
berupa alif. 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata,istilah atau 
kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 
Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak 
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lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Q  ‟an(dari 
al-Qur’ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata 
tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus 
ditransliterasi secara utuh. 
9. Lafẓ al-Ja ā a  (الله) 
Ka a “A  a ” yan   i a    i  a  i          i       jarr dan huruf lainnya 
atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frase nominal), ditransliterasi 
tanpa huruf hamzah. 
Adapun tā’ marbūṭahdi akhir kata yang disandarkan kepadalafẓ al-Jalālah 
ditransliterasi dengan huruf [t]. 
10. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf  kapital (All caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan 
huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku 
(EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal 
nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan 
kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang 
ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan 
huruf awal kata sandangnya.  Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf 
A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan 
yang sama juga berlaku untuk  huruf awal dari judul referensi yang 
didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun 
dalam catatan rujukan (CK,DP, CDK, dan DR). 
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ABSTRAK 
Nama :   LISA 
NIM :   10100114023 
Judul :  TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP EFEKSTIVITAS 
SANKSI ADAT MASSA PADA PELAKU PERZINAAN DI 
KECAMATAN BANTAENG KABUPATEN BANTAENG (Studi 
Kasus 2016-2018) 
 
Pokok masalah penelitian ini, yaitu: 1) Penyebab terjadinya perzinaan di 
masyarakat Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, 2) Sanksi adat terhadap 
pelaku pezina di Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng. 
Penelitian ini termasuk penelitian lapangan atau field research kualitatif dengan 
pendekatan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis 
normatif. Data yang diperoleh berdasarkan bahan hukum utama dengan cara 
menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-
undang yang berhubungan dengan ini. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab terjadinya perzinaan 
dimasyarakat Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, serta untuk mengetahui 
sanksi adat terhadap pelaku pezina di Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng. 
Penelitian ini dilaksanakan di Kampung Bissampole Kecamatan Bantaneg 
Kabupaten Bantaeng dengan melakukan wawancara terhadap  Kepala Adat, dan 
masyarakat serta mengambil data-data yang dianggap perlu dalam penelitian ini. 
Adapun Sumber data penelitian ini yaitu Primier, Sekunder, dan Tersier. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab perzinaan itu dikarenakan(1) 
lingkungan yang begitu mudah memberi pengaruh bagi remaja yang masih 
berusia dini, (2) dasar suka sama suka (pacaran) dengan mengatas namakan cinta 
sehingga remaja atau masyarakat melakukan perzinaan, (3) kurangnya 
pengawasan dari orang tua dimana orang tua memberikan kepercayaan yang 
penuh terhadap anaknya tanpa mengetahui lingkungan pertemanan anaknya, (4) 
Kurangnya remaja yang memiliki pendidikan. Sanksi adat bagi pelaku pezina 
yaitu (1)Sanksi Adat Massa (2)Dibuang dari daerah atau kampung (3)Dikeluarkan 
dari kampung bersama dengan keluarganya (4)Denda. 
Implikasi dari penelitian ini yaitu: 1) Kepada masyarakat Bissampole yang 
melakukan perzinaan kebanyakan dilakukan oleh remaja, karena itu dibutuhkan 
perhatian khusus agar tidak terjadi lagi perzinaan tanpa adanya perkawinan yang 
sah. Maka dari itu dibutuhkan pendekatan khusus untuk memberikan pemahaman 
tentang dampak yang ditimbulkan. Dan perlu kiranya kepala adat memberikan 
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penegasan kepada pelaku pezina yang belum sah dalam perkawinan. 2) Sanksi 
adat yang diperlakukan di masyarakat Bissampole tentunya sangat berpengaruh 
untuk masyarakat yang berzina, karena itu perlu kesadaran juga bagi pelaku 
pezina agar lebih peduli terhadap dampak negatif bagi dirinya maupun terhadap 
anak-anaknya kelak.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Islam adalah agama yang mencakup semua sisi kehidupan, tidak ada satu 
masalah pun dalam kehidupan ini yang tidak dijelaskan, dan tidak ada satu 
masalah yang tidak disentuh nilai Isalam, walau masalah tersebut namapak kecil 
dan sepele. Itulah Islam, agama yang memberi rahmat bagi seluruh alam. 
Dalam hukum Islam, perzinaan termasuk salah satu dosa besar. Dalam 
agama Islam, hubungan seksual oleh laki-laki dan perempuan yang bukan suami 
istri sahnya, termasuk perzinaan. Dalam Al-Qur’an dikatakan bahwa semua orang 
muslim percaya bahwa berzina adalah dosa besar dan dilarang oleh Allah Swt.
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Zina adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki 
dengan seorang perempuan yang tidak terikat dalam suatu perawinan yang sah 
secara syariah islam, atas dasar suka sama suka  dari kedua belah pihak, tanpa 
keraguan (syubhat) dari pelaku atau para peklaku zina bersangkutan. Di indonesia 
pezina mendapatkan hukuman,  baik secara adat, maupun hukum positif yang 
hidup dan berlaku di masyarakat. Zaman dulu, tidak begitu banyak orang berani 
berzina, apalagi terang-terang hidup serumah tanpa nikah. 
Menurut Ensiklopedia Hukum Islam, Zina adalah ”Hubungan seksual 
antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak atau belum diikat 
                                                           
1 Mohammad Daud, “Hukum Islam dan Peradilan Agama”, (Jakarta: Yulianti,2007), h.3. 
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dalam perkawinan tanpa disertai unsur keraguan dalam hubungan seksual 
tersebut.”2 
Menurut ulama fuqaha dari kalangan mazhab Hanafi, zina adalah 
hubungan seksual yang dilakukan seorang laki-laki secara sadar terhadap 
perempuan yang disertai nafsu seksual dan di antara mereka tidak atau belum ada 
ikatan perkawinan secara sah atau ikatan perkawinan syubhat, yaitu perkawinan 
yang diragukan keabsahannya, seperti ikatan perkawinan tanpa wali nikah, tanpa 
saksi, atau kawin mut’ah.3 
Hubungan seksual diluar nikah bagi sebagian kalangan tertentu sudah 
dianggap wajar. Bahkan pelajar dan mahasiswa diberitakan banyak yang sudah 
melakukan hubungan seksual diluar nikah. Kalangan pejabat yang berada di pusat 
juga ada yang melakukan perbuatan zina.  
Contohnya saja seperti yang telah dilakukan di masyarakat warga Jalan 
Bungung Barania (bissampole),  kelurahan pallantikang, Kab.Bantaeng. sekitar 
pukul jam 7 malam. pemerintah setempat telah memergoki pelaku sedang berduan 
didalam kamar bersama lawan jenisnya yang telah melakukan perbuatan zina 
tersebut. 
Contoh diatas merupakan beberapa kasus zina yang dilakukan masyarakat 
dan sanksi pidana terhadap kasus diatas tidak pernah ditegakkan. Sanksi yang 
terlalu ringan yang ditetapkan dalam KUHP sering membuat orang 
meremehkannya, sehingga banyak yang melanggarnya. 
                                                           
2 Abdul Aziz Dahlan, et al., Ensiklopedi Hukum Islam, jilid 6, cet. 1, (Jakarta: Ichtiar 
Baru van Hoeve, 1996), h. 26. 
3 Neng Djubaedah,”Perzinaan dalam peraturan perundang-undangan di indonesia dan di 
tinjau dari hukum Islam“, (Cet. 1; Jakarta: Media Grafika, 2010). h. 119.  
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Norma agama islam yang dianut oleh sebagian besar banggsa indonesia, 
menetapkan bahwa perzinaan merupakan dosa besar sebagaimana. 
Firman Allah swt dalam Q.S Al-isra’/17:32 
                  
Terjemahnya: 
 
dan janganlah kamu mendekati zina,Sesungguhnya zina itu adalah suatu 
perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.
4
 
 
Penjelasan : 
 
Jadi dari ayat diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa zina adalah suatu 
perbuatan yang buruk dan sangat di larang oleh allah swt. 
 
Pelaku zina hanya dikenai hukuman oleh tuhan di akhirat, akan tetapi 
secara duniawi sanksi hukumanya diserahkan pada kebijaksanaan negara atau 
penguasa setempat . 
Hukum adat yang berlaku di beberapa daerah di indonesia,menetapkan 
pelaku zina mendapatkan hukuman dari pemangku adat setempat. Hukuman 
tersebut dapat berupa dibuang dari persekutuan (pengucilan) atau di hukum bunuh 
karena telah dianggap melanggar keluarga dan kampung tempat tinggalnya, 
membayar denda pada pihak keluarga yang merasa dirugikan, mempersembahkan 
korban hewan kepada kepala adat untuk melakukan upaca penyucian kampung 
dalam rangka memulihkan keseimbangan magis religius. 
                                                           
4
 Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya (Bogor:PT.Pantja Cemerlang, 
2015), h.503  
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Perkembangan hukum adat ini sedikit banyak dipengaruhi oleh norma-
norma agama seperti islam dan kristen. Pembahasan mengenai hukum adat ini 
dianggap penting meski tidak mendalam karena dalam teori hukum positif yang 
banyak dianut jalan masuk pengakuan hukum agama tersebut telah diresepsi atau 
diserap oleh hukum adat yang hidup di Indonesia. 
Waktu berjalan dengan cepat dan pasti hingga merubah detik menjadi 
menit, menit menjadi jam, jam menjadi hari dan seterusnya.Yang pada akhirnya 
waktu  lah yang membawa semuanya pada zaman modern seperti sekarang ini. 
Semua itu telah membawa perubahan terhadap perilaku manusia yang menjadi 
wilayah kompetensi moral. Dalam hal tersebut penulis merasa perlu melakukan 
penelitian mengenai efektifitas sangsi adat terhadap pelaku perzinahan karena 
kurangnya kesadaran masyarakat tentang perbuatan zina yang sebenarnya 
menurut hukum islam , melalui proposal peneitian yang hasilnya akan dijadikan 
sebuah karya tulis ilmiah yang berjudul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap 
Efektifitas Sanksi Adat Massa Pada Pelaku Perzinaan Kecamatan Bantaeng 
Kabupaten Bantaeng”. 
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Data Awal Mengenai Kasus Perzinahan pada Masyarakat Kecamatan Bantaeng 
Kabupaten Bantaeng 
No.  Perempuan                   Laki-laki  
1.                        ENW                       SH 
2.                        RMT                       DHM 
                                                           
5 Inisial nama pelaku ”Kecamatan Bantaeng Kab. Bantaeng” 
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3.                        SLH                        TG 
 
Data Awal Tahun 2016-2017 Mengenai Kasus Perzinahan pada Masyarakat 
Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng 
No.              Perempuan                   Laki-laki  
1.                  MRN                     SRPDN 
2.                  SKM                       SLM  
3.                  ERW                      PDN  
4.                 RNYT                      JY 
 
 “Battu rikanna ulu ada’ka ri kelurahan pallantikang niarenga 
bapak Boha nakuai injomi kasus biasayya kajadiang kenne iareka 
gassing appanggaukang rikodiyya”. (Dari perkataan kepala adat 
di kelurahan pallantikang atas nama Bapak Boha dari mengenai 
kasus yang terjadi disana adalah mereka yang sering melakukan 
perbuatan perzinahan).  
Penjelasan:  
dari beberapa kasus yang ada, ada beberapa pasangan yang telah 
mempunyai istri atau suami dan salah satunya dari data yang saya 
ambil ber inisial M dan N. Berdasarkan perkataan pak Boha 
(Kepala dat) pasangan ini mengakui sudah sering kali melakukan 
perzinahan dan baru kali ini di dapati. 
Yang menjadi masalah adalah kurangnya kesadaran masyarakat di 
Kelurahan Pallantikang terhadap perbuatan yang mereka lakukan (perzinahan), 
tokoh adat kurang memberikan penegasan dalam hal pemberian sanksi baik 
menurut hukum maupun hukum adat. 
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B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
a. Fokus Penelitian 
Skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Efektifitas 
Sanksi Adat Massa Pada Pelaku Perzinaan Di Kecamatan Bantaeng 
Kabupaten Bantaeng”. Peneliti akan meninjau dampak terhadap legalitas 
perzinaan masyarakat kecamatan Bantaeng dalam Pandangan Islam dan 
efektifitas sanksi adat massa terhadap pelaku perzinaan di kecamatan 
Bantaeng. 
b. Deskripsi Fokus 
1. Tinjauan: Suatu aspek dimana melihat dari jauh dari tempat tinggi, atau  
melihat keaddan di suatu tempat. 
2. Hukum Islam: Peraturan-peraturan dan ketentuan yang berkenaan 
dengan keagamaan berdasarkan kitab Quran hukum syarah.   
3. Efektivitas: Berasal dari efektif yang artinya dampak atau pengaruh, 
jadi efektivitas adalah dapat membawa hasil, pengaruh-pengaruh 
terhadap suatu hal yang baik, usaha serta tindakan. 
4. Sanksi: Suatu tindakan atau hukuman untuk memaksa seseorang 
menaati aturan atau menaati ketentuan undang-undang. 
5. Adat: Kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat 
6. Perzinaan: Hubungan seksual antara seoarang laki-laki dengan seorang 
perempuan yang belum terikat  dalam suatu perkawinan 
Berdasarkan uaraian tersebut diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa 
yang dimaksud dengan tinjauan hukum Islam terhadap efektifitas iṡbāt nikāh 
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adalah penelitian suatu peristiwa atau kejadian hukum dimana salah seorang 
masyarakat akan mengesahkan perkawinan yang telah mereka lakukan tidak  
sesuai dengan Undang-undang  dan Syariat  Islam. 
C. Rumusan Masalah 
Dari uaraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas dapat 
di rumuskan satu pokok permasalahan skripsi ini yaitu bagaimanakah efektivitas 
sanksi adat terhadap pelaku perzinahan di kab.bantaeng yang di bagi dalam 
beberapa sub masalah yaitu 
1. Bagaimana penyebab terjadinya perzinaan di masyarakat Kec. Bantaeng  
Kab. Bantaeng? 
2. Bagaimana sanksi adat terhadap pelaku pezina di Kec. Bantaeng Kab. 
Bantaeng? 
D. Kajian Pustaka 
Setelah meyusun dan mempelari beberapa referensi berkenaan dengan 
judul skripsi ini, maka peneliti memilih beberap buku yang berkenaan dengan 
judul skripsi ini.Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan 
dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu diantaranya: 
Pertama, dalam buku “perzinaan dalam peraturan perundang-undagan di 
indonesia dan di tinjau dari hukum islam”. Menurut Neng Djubaedah, zina 
merupakan hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan 
seorang perempuan yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah secara syariah 
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islam, atas dasar suka sama suka dari kedua belah pihak, tanpa keraguan (syubhat) 
dari pelaku atau para pelaku zina bersangkutan.
6 
Kedua, dalam buku “zina”. Menurut Fadhel Ilahi, Zina adaah perbuatan 
kotor dan keji yang tidak bisa diterima akal dan dilarang oleh semua agama. Ia 
menimbulkan dampak negatif yang sangat kompleks: ketidak jelasan garis 
keturunan, terputusnya ikatan hubungan darah, kehancuran kehidupan rumah 
tangga, tersebarnya penyakit kelamin, menurunnya mentalitas pemuda, 
penyebaran virus
7
 
Ketiga, dalam buku “fikih kontemporer” H. Sapiudin Shidiq, menyebutkan 
dampak negatif dalam perzinaan yaitu (1) perzinaa dapat mencemarkan 
kehormatan dan pencampuran nasab (2) zina dapat menularkan berbagai macam 
penyakit yang dapat mengancam kesehatan pasangan suami istri yang 
berselingkuh dan akan mengancam keselamatan anak yang akan lahir (3) 
perzinaan daat meretakkan sendi-sendi kehidupan keluarga dan bisa berakhir 
dengan perceraian (4) perzinaan dapat menganiaya hak-hak anak yang tidak 
berdosasebagai akibat dan ulah orang yang tidak bertanggung jawab.
8
 
Keempat, Bobi Handoko, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin , NIM 
: . 2015 dalam judul skripsi “Penerapan Sanksi Pidana Terhadapa Pelaku Zina di 
Wilayah Kenagarian Garagaha Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam” 
dalam penelitian Bobi Handoko berkesimpulan bahwa dengan memberikan 
                                                           
6
 Neng Djubaedah,”Perzinaan dalam peraturan perundang-undangan di indonesia dan di 
tinjau dari hukum Islam“, (Cet. 1; Jakarta: Media Grafika, 2010). h. 119. 
7
 Fadel Ilahi “Zina” , (Cet. 1; Jakarta Timur: Qisthi Press, 2004). h. 39. 
8
 H.Saipiudin Shiduq “Fikih Kontemporer” , (Cet.2; Jakarta: 2017). h. 60 
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pembinaan tentang adat dan syara’ yang berfokus kepada para penegak 
hukumnya, seperti kepala adat dan ninik mamak, menerapkan kebijakan-
kebijakan yang mengikat masyarakat agar berani melaporkan tindak pelaku zina 
yang diketahui atau dilihat secara langsung karena adanya perlindungan dari 
kebijakan dan mengadakan sosialisasi-sosialisasi adat untuk mengurangi 
terjadinya prilaku zina  dan mencegah prilaku zina tersebut agar tidak menjadi 
budaya dalam kalangan masyarakat setempat.
9
     
Perbedaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian lainnya adalah 
penelitian ini lebih menekankan pada sangsi adat terhadap pelaku perzinaan di 
Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng. 
E. Tujuan dan Kegunaan 
1. Tujuan penelitian  
a. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan pelaku pezina di 
masyarakt kab. Bantaeng 
b. Untuk mengetahui dampak sanksi adat terhadap pelaku pezina di kab. 
Bantaeng 
2. Kegunaan penelitian  
a. Menambah informasi atau pemahaman tentang dampaknya melakukan 
perzinaan. 
                                                           
9
 Bobi Handoko, “Penerapan Sanksi Pidana Adat Terhadap Pelaku Zina di Wilayah 
Kenagarian Garagahan Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam”, skripsi (fakultas Hukum 
vII 2015). 
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b. Untuk kegunaan praktisi menjadi sumbangsi pemikiran kepada 
masyarakat kab. Bantaeng untuk dijadikan acuan terhadap perbuatan 
zina. 
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BAB II 
TINJAUAN  TEORETIS 
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Adat 
1. Sejarah Perkembangan Hukum Adat di Indonesia 
Hukum adat merupakan hukum yang telah lama berlaku di indonesia. Bila 
mulai berlakunya tidak dapat ditentukan dengan pasti, tetapi dapat dikatakan 
bahwa jika dibandingkan dengan hukum islam dan hukum barat, maka hukum 
adatlah yang tertua umurnya. Sebelum tahun 1927 keadaanya  biasa saja, hidup 
dan berkembang dalam masyarakat indonesia, sejak tahun 1927 dipelajari dan 
diperhatikan dengan seksamaan politik hukum pemerintah belanda. 
Salah satu prinsip penting dari pemerintah kolonial belanda adalah 
memberikan toleransi terhadap masyarakat dan institusi pribumi di samping 
berusaha untuk menyatukan bentuk mereka demi agenda penjajahan, bahwa 
pemerintah harus memiliki pengatuhan yang jelas dan akurat tentang masyarakat 
dan kebudayaan aslinya tetapi juga meniscayakan adanya perhatian besar yang 
harus diberikan agar kebijaksanaan tersebut tidak tercerai berai akibat pluralitas 
masyarakat jajahan, logika inilah untuk mempertahankan dan mempelajari hukum 
adat. 
Kecurigaan sementara pejabat pemerintah Hindia Belanda mulai 
dikemukan melalui kritik terhadap peraturan-peraturan yang dikeluarkan. 
Hukum Adat dikemukakan pertama kali oleh Prof. Snouck Hurgrounje 
seorang Ahli Sastra Timur dari Belanda (1894). Sebelum istilah Hukum Adat 
berkembang, dulu dikenal istilah Adat Recht. Prof Snouck Hurgrounje dalam 
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bukunya de atjehers (Aceh) pada tahun 1893-1894 menyatakan hukum rakyat 
indonesia yang tidak dikodifikasi adalah de atjehers. 
Kemudian istilah ini dipergunakan pula oleh Prof. Mr. Cornelis van 
Vollenhoven, seorang Sarjana Sastra yang juga Sarjana Hukum yang pula 
menjabat sebagai Guru Besar pada Universitas Leiden di Belanda. Ia memuat 
istilah Adat Recht dalam bukunya yang berjudul Adat Recht van Nederlandsch 
Indie (Hukum Adat Hindia Belanda) pada tahun 1901-1933 
Perundang-undangan di Hindia Belanda secara resmi mempergunakan 
istilah ini pada tahun 1929 dalam Indische Staatsregeling (Peraturan Hukum 
Negeri Belanda), semacam Undang-Undang Dasar Hindia Belanda, pada pasal 
134 ayat (2) yang berlaku pada tahun 1929.
10
 
2. Pengertian Hukum Adat 
Komunitas manusia yang path pada peraturan atau hukum yang mengatur 
tingkah laku manusia dalam hubungannya satu sama lain berupa keseluruhan dari 
kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup karena diyakini dan dianut, dan 
jika dilanggar pelakunya mendapat sangsi dari penguasa adat.
11
 
Menurut Van Vollenhoven menjelaskan bahwa hukum adat adalah 
keseluruhan aturan tingkah laku positif yang disatu pihak mempunyai sangsi 
(sebab itu di sebut hukum) dan pihak lain dalam keadaan tidak di kodifikasi 
(sebab itu disebut dengan adat). 
Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa ada tiga hal pokok tentang 
pengrtian hukum adat : 
                                                           
10 Muhammad Daud Ali “Hukum Islam dan Hukum Adat”, (Cet. IV, Jakarta) h.188 
 
11 Djamat Samosir “Hukum Adat”, Medan: CV Nuansa Aulia, 2013. h. 69. 
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a.  Rangkaian peraturan tata tertib yang dibuat, diikuti dan ditaati oleh 
masyarakat adat yang bersangkutan. 
b. Pelanggaran terhadap tata tertib tersebut dapat menimbulkan kegoncangan 
karena dianggap mengganggu keseimbangan kosmis perbuatan melanggar 
tata tertib dapat disebut delik adat. 
c. Pelaku yang melakukan pelanggaran tersebut dapat dikenakan sangsi oleh 
masyarakat adat. 
Dari definisi hukum adat diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai 
berikut : 
a. Hukum adat adalah hukum yang tak tertulis dan berfungsi sebagai 
pendamping hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. 
b. Hukum adat merupakan salah satu alat untuk menciptakan dan 
mengembangkan hukum positif yang akan dibentuk dan akan diberlakukan 
dimasa akan datang. 
3. Ciri-ciri Hukum Adat 
1. Bercorak Relegiues 
Menurut kepercayaan tradisionil indonesia, tiap-tiap masyarakat diliputi 
oleh kekuatan gaib yang harus dipelihara agar masyarakat itu tetap aman tentram 
bahagia dan lain-lain. Tidak ada pembatasan antara dunia lahir dan dunia gaib 
serta tidak ada pemisahan antara berbagai macam lapangan kehidupan, seperti 
kehidupan manusia, alam, arwah-arwah nenek moyang dan kehidupan mahluk-
mahluk lainnya. 
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Adanya pemuja-mujaan khusus terhadap arwah-arwah dari pada nenek 
moyang sebagai pelindung adat istiadat yang diperlukan bagi kebahagiaan 
masyarakat. Setiap kegiatan atau perbuatan-perbuatan bersama seperti membuka 
tanah, membangun rumah, menanam dan peristiwa-peristiwa lainnya. 
2. Bercorak Komunal atau Kemasyarakatan 
Artinya bahwa kehidupan manusia selalu dilihat dalam wujud kelompok, 
sebagai satu kesatuan yang utuh, Individu satu dengan yang lainnya tidak dapat 
hidup sendiri,manusia adalah mahluk sosial, manusia selalu hidup bermasyarakat, 
kepentingan bersama lebih diutamakan dari pada kepentingan perseorangan. 
3. Bercorak Demokrasi 
Bahwa segala sesuatu selalu diselesaikan dengan rasa kebersamaan, 
kepentingan bersama lebih diutamakan dari pada kepentigan-kepentingan pribadi 
sesuai asas permusyawaratan dan perwakilan sebagai sistem pemerintahan. 
Adanya musyawarah di balai desa,setiap tindakan pamong desa 
berdasarkan hasil musyawarah dan lain sebagainya. 
4. Bercorak Kontan 
Pemindahan atau peralihan hak dan kewajiban harus dilakukan pada saat 
yang bersamaan yaitu peristiwa penyerahan dan penerimaan harus dilakukan 
secara serentak, ini di maksudkan agar menjaga keseimbangan di dalam pergaulan 
bermasyarakat. 
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5. Bercorat Konkrit 
Artinya adanya tanda yang kelihatan yaitu tiap-tiap perbuatan atau 
keinginan dalam setiap hubungan-hubungan hukum tertentu harus diyatakan 
dengan benda-benda berwujud. Tidak ada janji yang dibayar dengan janji, semua 
harus disertai tindakan nyata, tidak ada saling mencurigai satu dengan yang 
lainnya. 
4. Hukum Adat Dalam Masyarakat 
Hukum mempunyai peranan sangat besar dalam pergaulan hidup ditengah-
tengah masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari ketertiban, ketentraman dan tidak 
terjadinya ketegangan didalam masyarakat, karena hukum mengatur menetukan 
hak dan kewajiban mengatur, menentukan hak dan kewajibanserta melindungi 
kepentingan individu dan kepentingan sosial. 
Menurut J.F. Glstra Van Loon peran hukum dalam masyarakat : 
a. Menertibkan masyarakat dan pengaturan pergaulan hidup 
b. Menyelesaikan pertikaian. 
c. Memelihara dan mempertahankan tata tertib dan aturan-aturan jika 
perlu dengan kekerasan. 
d. Memelihara dan mempertahankan hak tersebut. 
e. Mengubah tata tertib dalam aturan-aturan dalam rangka penyesuainan 
dengan kebutuhan masyarakat. 
f. Memenuhi tuntutan keadilan dan kepastian hukum dengan cara 
merealisasi fungsi-fungsi diatas. 
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Masyarakat hukum adat suatu kelompok masyarakat atau komunitas 
tertentu yang hidup bersama dalam suatu wilayah atau kawasan tertentu, yang 
ditaati, yang didalamnya terdapat sangsi sebagai alat pemaksa. Dengan demikian 
bukanlah sebuah masyarakat hukum adat apabila tidak memiliki dan terikat pada 
hukum tertentu.   
5. Sifat-Sifat Dan Batas-Batas Berlakunya Hukum Adat 
a. Sifat-Sifat Hukum Adat 
1. Relegiomagis : bahwasanya hukum adat itu didasarkan pada 
keprcayaann agama  
2. Komunal : orangnya dilihat dari ikatan masyarakat, solidaritas 
masyarakat. 
 3.  Contant (tunai) : ketika mereka sepakat melakukan perbuatan hukum. 
Kontan dan kongrit adalah suatu hal yang saling berhubungan.  
4.   Kongrit (visual). 
b. Batas-Batas berlakunya hukum adat 
1.  Batas personal : hukum adat tidak berlaku pada semua orang, tetapi  
berlaku pada masyakat indonesia. 
2.  Batas territorial : hukum adat yang berlaku terbatas diwilayah territorial 
yakni 19 wilayah hukum adat di indonesia. 
3.   Batas perkara : tidak semua hukum adat diadili oleh semua hukum 
yang ada diindonesia tetapi hanya hukum-hukum tertentu. 
12
 
 
                                                           
12
 http://sejarah.blogspot.co.id/2013/03/sejarah-pengertian. Diakses pada 
tanggal 13 April 2018. 
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6. Ruang Lingkup Hukum Adat 
Supomo dan Hazairin mengambil kesimpulan bahwa hukum adat adalah 
hukum yang mengatur tingkah laku manusia Indonesia dalam hubungan satu sama 
lain, baik yang merupakan keseluruhan kelaziman, kebiasaan dan kesusilaan yang 
benar-benar hidup dimasyarakat adat kerana dianut dan dipertahankan oleh 
anggota-anggota masyarakt itu, maupun yang merupakan keseluruhan peraturan 
yang mengenal sangsi atas pelanggaran dan yang ditetapkan dalam putusan-
putusan para penguasa adat. (mereka yang mempunyai kewibawaan dan berkuasa 
memberi keputusan dalam masyarakat adat) yaitu dalam keputusan lurah, 
penghulu, pembantu lurah, wali tanah, kepala adat, hakim. 
Buzhar Muhammad menjelaskan bahwa untuk memberikan definisi 
hukum adat sulit sekali karena, hukum adat masih dalam pertumbuhan, sifat dan 
pembawaan hukum adat ialah : 
1. Tertulis atau tidak tertulis 
2. Pasti atau tidak pasti 
3. Hukum raja atau hukum rakyat dan sebagainya.  
B. Perzinaan 
1. Pengertian Perzianaan 
Zina adaah perbuatan kotor dan keji yang tidak bisa diterima akal dan 
dilarang oleh semua agama. Ia menimbulkan dampak negatif yang sangat 
kompleks: ketidak jelasan garis keturunan, terputusnya ikatan hubungan darah, 
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kehancuran kehidupan rumah tangga, tersebarnya penyakit kelamin, menurunnya 
mentalitas pemuda, penyebaran virus.
13
 
Asusila merupakan perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari 
norma-norma atau kaidah kesopanan yang sekrang ini cenderung banyak terjadi 
dikalangan masyarakat, terutama remaja. Islam dengan Al-Qur’an dan sunah telah 
memasang pagar-pagar hukum bagi kehidupan manusia agar menjadi kehidupan 
yang indah dan bersih dari kerusakan moral.  
Imam Al-Jurzani dalam kitabnya al-Ta’rif, mendefinisikan zina sebagai 
berikut : 
Memasukkan penis (zakar) ke dalam vagina (faraj) yang bukan miliknya (bukan 
istrinya) dan tidak ada unsur syubhat (keserupaan atau kekeliruan).
14
 
Para ulama mengatakan bhwa ungkapan “janganah kalian mendekati 
zina”. 
Hewan pun menolak zina seperti salah seorang dari kita melihat hewan 
yang lemah lembut dan jinak, misalnya burung merpati, ia pasti mendapati bahwa 
burung merpati betina tidak membolehkan burung merpati jantan selain 
pasangannya untuk kawin dengannya, demikian pula merpati jantan, ia tidak 
membolehkan burung merpati jantan selainya untuk kawin dengan burung merpati 
betina yang telah menjadi pasangannya.
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Adapun zina yang paling besar dan paling parah menurut: 
                                                           
13
 Fadel Ilahi “Zina” , (Cet. 1; Jakarta Timur: Qisthi Press, 2004). h. 39. 
14
 H. Saipiudin Shiduq “Fikih Kontemporer” , (Cet.2; Jakarta: 2017). h. 94. 
15
 Jamal Abdurrahman Ismail “Bahaya Penyimpangan Seksual zina,homozeks,Lesbi”, 
(Cet.4;Jakarta). h. 8. 
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Ibnul Qayyim berkata, “Zina yang paling besar adalah berzina dengan istri 
tetangga, karena akibat buruk dari kejahatan zina akan menjadi berlipat ganda 
sesuai dengan kehormatan yang telah dicabik-cabik. Berzina dengan wanita  yang 
telah bersuami lebih besar dosa dan hukumanya daripada berzina dengan wanita 
yang tidak bersuami, sebab, berzina dengannya berarti telah merobek kehormatan 
suaminya, menghancurkan rumah tangganya, dan mencampurkan keturunan yang 
bukan dari benihnya, serta pelanggaran terhadap hak sang suami.
16
 
2. Faktor-faktor terjadinya perzinaan 
Faktor pemicu munculnya perbuatan zina didalam suatu masyarakat yaitu: 
a) Faktor lingkungan atau masyarakat yang memberikan pengaruh cukup besar 
terhadap tingkah laku seseorang, khususnya remaja yang kondisinya berada 
masa pubertas dan pencarian jati diri mereka sehingga mereka rentan terhadap 
pengaruh tersebut. 
b) Kurangnya keteladanan yang diberikan oleh pihak-pihak yang seharusnya 
memberi atau menjadi teladan. Keteladanan ini mutlak diperlukan, khususnya 
oleh remaja karena karena contohnya atau teladan memberikan kemudahan 
untuk proses pembiasaan perilaku pada kehidupan sehari-hari mereka. 
c) Kurang konsistennya sikap dari pihak yang seharusnya memiliki patokan yang 
jelas mengenai hal-hal mana yang boleh dan mana yang tidak.
17
 
Kerusakan yang ditimbulkan oleh perbuatan zina: 
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 Fadel Ilahi “Zina” , (Cet. 1; Jakarta Timur: Qisthi Press, 2004). h. 35-36 
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 Dr. Yusuf Qardhawi dan H. Mu’ ammal Hamidy, “Halal dan Haram Dalam Islam” 
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Perbuatan zina dan merambahnya hal itu akan menimbulkan dampak 
negatif dan mudarat yang dapat membuat rambut beruban dan tubuh merinding 
ketakutakan. Diantara mudarat-mudarat itu adalah sebagai berikut : 
a) Menodai kehormatan dan kemuliaan, menghilangkan simbol kesucian dan 
keutamaan, serta melumuri pelakunya dengan aib dan cela. 
b) Membangkitkan amarah massa atas pelakunya. 
c) Memporak-porandakn hati pelakunya dan membuat hatinya berpenyakit bahkan 
hatinya nyaris mati. 
d)  Merusak tatanan keluarga, menggoncang keharmonisan rumah tangga, 
merusak hubungan suami istri, anak-anak juga terancam mendapat pendidikan 
buruk yang dapat meyeret mereka kepada keterasingan, penyimpangan dan 
kejahatan. 
e) Perbuatan zina juga dapat merusak garis keturunan dan menyebbkannya 
tercampur baur tidak karuan, serta dapat mengalihkan harta kepda yang tidak 
berhak saat pembagian warisan. 
f) Zina hanyalah hubungan yang bersifat sementara, tidak ada tanggung jawab 
setalahnya. 
g)   Zina adalah salah satu faktor penyebab terjadinya pembunuhan. 
h)   Memporak-porandakan masyarakat dan mengurai ikatan-ikatannya, serta akan 
bayak ditemui anak-anak terantar yang tidak tahu menahu siapa ayah dan 
ibunya. 
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j) Zina akan mendatangkan kegundahan, kesedihan, dan ketakutan, serta 
menjadikan pezina lelaki maupun perempuan terjerumus dalam bahaya. 
k)  Maraknya perbuatan zina merupakan salah satu tanda kehancuran dunia. 
l)  Zina merupakan sebab langsung mewabahnya penyakit-penyakit berbahaya 
yang dapat melumpuhkan badan dan akan menular kepada anak cucunya. 
m) Zina dapat mendatangkan kemurkaan Allah dan mengundang siksaaNya.
18
 
Adapun hukuman bagi pezina ialah Allah telah mengkhususkan tiga 
perkara berkenaan dengan hukuman bagi pezina diantara hukuman-hukuman lain 
sebagai berikut : 
a) Hukuman mati dengan cara yang paling menyakitkan bagi para pezina yang 
sudah menikah, dan hukuman cambuk bagi yang belum menikah. 
b) Allah melarang ahmba-hambaNya yang beriman supaya jangan merasa kasihan 
terhadap para pezina dalam melaksankan hukum Allah. 
c) Allah mengahruskan agar aib para pezina itu di bongka, sekalipun Allah adalah 
tuhan yang maha menutupi dan suka menutupi dosa hamba-hambaNya, Maha 
pengampun dan suka mengampuni hamba-hambaNya akan tetapi disebabkan 
buruk dan kejinya dosa zina, Allah mewajibkan untuk membongkar cela para 
pezina, sebagai peringatan bagi orang lain.
19
 
 
 
                                                           
18
 Jamal Abdurrahman Ismail “Bahaya Penyimpangan Seksual zina,homozeks,Lesbi”, 
(Cet.4;Jakarta). h. 15. 
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 Jamal Abdurrahman Ismail “Bahaya Penyimpangan Seksual” , (Cet.46; Jakarta: 2016). 
h. 16-18 
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3. Dasar Hukum Larangan Perzinaan 
Dasar hukum tentang larangan zina terdapat dalam beberapa ayat dan 
beberapa surat yang terdapat dalam Al-Qur’an dan Hadis Rasulullah SAW.20 
a. Dasar Hukum dalam Al-Qur’an 
Dasar hukum yang ditentukan dalam Al-Qur’an sebagai sumber hukum 
pertama dan utama dalam hukum islam . 
b. Hukum Tindak Pidana Zina dan Perzinaan dalam Al-Qur’an  
Tindak pidana zina dan perzinaan serta tindak pidana lain yang berkaitan 
dengan zina yang ditentukan dalam Al-Qur’an adalah mengenai (1)  
hukuman bagi pelaku fahisyah (2) hukuman bagi pezina laki-laki dan 
pezina perempuan (3) hukuman bagi penuduh zina (qadzaf), (4) hukum 
li’an bagi suami istri yang melihat secara langsung perbuatan zina yang 
dilakukan oleh pasangan suami istri bersangkutan (5) tuduhan dusta 
terhadap aisyah radiallahu anha.
21
 
 
C. Dampak Yang Ditimbulkan Bagi Pelaku Pezina 
1. Penyebaran Penyakit Kelamin Akibat Zina 
Zina merupakan penyebab timbulnya penyakit kelamin. Data selama ini 
menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan yang mengidap penyakit berbahaya 
ini, adalah mereka yang sering melakukan hubungan seks dengan gonta-ganti 
pasangan (zina); dan ini di benarkan oleh sejumlah pakar kedokteran barat. 
Menurut dr. Batchelor dan dr. Muller “penyebaran penyakit syphilisdisebabkan 
oleh pola seks bebas”. 
                                                           
20
Departemen Agama , Al-Qur’an dan Tafsirnya, Jilid 2, cet. Ulang, (Semarang: 
Wicaksana, 1993), hlm. 134.  
21
H.Saipiudin Shiduq ,“Fikih Kontemporer” , (Cet.2; Jakarta: 2017). h. 60 
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1. Zina dapat menyebabkan timbulnya penyakit, sefilis dan AIDS. 
2.  Zina menyebabkan wanita hamil tanpa nikah sehingga marak terjadinya 
aborsi.  
3. Zina berdampak merusak moral dan integritas diri. 
4. Zina mengakibatkan hilangnya kehormatan dan menghancurkan masa 
depan. 
5. Zina menimbulkan penyesalan yang tidak berkesudahan. 
6. Zina menyebabkan hancurnya keharmonisan rumah tangga. 
2. Dampak Negatif  Yang Ditimbulkan Bagi Pezina  
Banyak orang yang tidak menyadari dampak negatif dari perbuatan zina. 
Hal ini ditandai oleh maraknya gejala prostitusi terutama di zaman modern 
sekarang, terdapat penggunaan teknologi seperti tayangan prostitusi online di 
internet sebagai medianya. Pelakunya bukan hanya orang yang belum menikah, 
melainkan tak luput juga orang yang sudah dari berbagai kalangan.  
Empat dampak negatif yang ditimbulkan dari perbuatan zina: 
1. Zina dapat mencemarkan kehormatan dan pencampuran nasab. 
2. Zina dapat menularkan berbagai macam penyakit yang dapat mengancam 
kesehatan pasangan suami istri yang berselingkuh (zina)dan akan mengancam 
keselamatan anak yang akan lahir. 
3.  Perzinaan dapat meretakkan sendi-sendi kehidupan keluarga dan bisa berakhir 
dengan perceraian. 
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4.  Perzinaan dapat menganiaya hak-hak anak yang tidak berdosa sebagai akibat 
dan ulah orang yang tidak bertanggung jawab.
22
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 Fadel Ilahi “Zina” , (Cet. 1; Jakarta Timur: Qisthi Press, 2004). h. 72. 
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian 
 Jenis  penilitian yang digunakan adalah (field research) kualitatif.  
Sedangkan lokasi penelitian dilaksanakan Di Kecamatan Pallantikang Kab. 
Bantaeng serta Penelitian dilakukan dalam lingkup  wilayah Kabupaten Bantaeng 
. Pilihan lokasi penelitian tersebut di dasarkan pada pertimbangan penulis bahwa 
Kecamatan tersebut mempunyai sistem Pelaksanaan adat istiadat yang sangat 
kental. 
B. Pendekatan Penelitian 
Adapun metode pendekatan penelitian yang akan di gunakan dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
a. Pendekatan Syar’i, yaitu pendekatan yang menelusuri pendekatan syariat 
Islam seperti Ᾱl-Qūr’ān dan hadis yang relevan dengan masalah yang 
dibahas. 
b. Pendekatan Budaya, yaitu pendekatan yang melihat sudut pandang 
kebudayaan yang berlaku pada masyarakat setempat. 
C. Sumber Data 
Adapun sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
a. Data Primer 
Data primer adalah data yang diperoleh langsung di lokasi penelitian yaitu 
Tokoh  Masyarakat Di Kecematan Pallantikan serta Penelitian dilakukan dalam 
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lingkup wilayah Kabupaten Bantaeng. Sumber data primer ini adalah hasil dari 
wawancara terhadap pihak-pihak yang mengetahui atau menguasai permasalahan 
yang akan dibahas yang di dapat langsung dari lokasi penelitian. 
b. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan (Library 
Research) dan (field research) yaitu dengan menghimpun data-data, buku-buku 
karya ilmiah, dan pendapat para tokoh Adat istiadat yang mengatahui secara 
detail. 
D. Metode Pengumpulan Data 
Pengumpulan data adalah suatu proses pengadaan data primer untuk 
keperluan penelitian.
23
 Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode 
pengumpulan data sebagai berikut: 
1. Penelitian Kepustakaan 
Dalam melakukan teknik kepustakaan, penulis mempelajari dan membaca 
peraturan perundang-undangan, pendapat ahli, buku-buku, kitab fiqh, al-qur’an, 
dan karya-karya tulis lain yang ingin diteliti. 
2. Penelitian Lapangan  
Adapun penelitian lapangan yang dilakukan dengan cara: 
a. Wawancara yaitu pengumpulan data yang diperoleh melalui tanya 
jawab secara lisan untuk mendapatkan keterangan.
24
 Adapun pihak 
yang diwawancarai adalah seorang dokter ahli kandungan. Kepala 
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 Moh. Nazir, Metode Penelitian (Cet. VII; Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), h.54 
24
 Koentjaningrat, Meode-Metode Penelitian Masyarakat (Jakarta: Gramedia Pustaka 
Utma, 1985), hlm. 129. 
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seorang bagian ruang bersalin, seorang perawat serta seorang petugas 
bagian urusan dokumentasi. 
b. Dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan melihat dokumen yang 
ada dan yang terkait dengan masalah yang diteliti. Dengan 
pertimbangan dokter ahli kandungan laki-laki dan perempuan dengan 
jumlah pasien dan wanita hamil dan melahirkan. 
c. Obsevasi yaitu pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap 
gejala yang diteliti.
25
 
E. Instrumen Penelitian 
Instrumen penelitian yang dipakai untuk memperoleh data-data penelitian 
saat sesudah memasuki tahap pengumpulan data dilapangan adalah wawancara, 
dokumen, observasi, dan media elektronik seperti HandPhone (HP), Instrumen 
inilah yang akan menggali data dari sumber-sumber informasi. 
F. Metode Pengolahan dan Analisis data 
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 
yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumbtasi. Dalam 
penelitian ini, data yang diperoleh dan dikumpulkan baik dalam data primer 
maupun data sekunder dianalisa secara kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang 
dilakukan guna mencari kebenaran kualitatif yakni merupakan data yang tidak 
berbentuk angka.
26
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 Husaini Usman dkk, Metode Penelitian Sosial (Cet V, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004) 
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 Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum (Jakarta: Granit,2010), h.56. 
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G. Pengujian Keabsahan Data 
Dalam pengujian keabsahan data tersebut dilakukan dua cara sebagai 
 berikut: 
a. Meningkatkan ketekunan 
Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih 
cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan 
urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Dengan 
meningkatkan ketekunan maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali 
apakah data yang ditemukan itu salah atau tidak. Dengan demikian dengan 
meningktakan ketekunan maka, peneliti dapat memberikan deskripsi data 
yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati. Dengan melakukan hal 
ini, dapat meningkatkan kredibilitas data. 
b. Menggunakan bahan referensi 
`   Yang dimaksud dengan bahan referensi disini adalah adanya pendukung 
untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Sebagai contoh, 
dat hasil wawancara sehingga data yang dapat menjadi kredibel atau lebih 
dapat dipercaya. Jadi, dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan 
rekaman wawancara dan foto-foto hasil observasi sebagai bahan referensi. 
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BAB IV 
EFEKTIVITAS SANKSI ADAT  PADA MASYARAKAT BISSAMPOLE 
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM 
A. Gambaran Umum Pallantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng 
1. Sejarah singkat Kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng 
Kabupaten Bantaeng 
Kelurahan Pallantikang merupakan salah satu dari 9 Desa atau kelurahan 
di Kecamatan Bantaeng . Kelurahan Pallantikang mempunyai luas 93 ha. Yang 
meliputi 2 lingkungan yaitu lingkungan borkal ada 5 RW, 14 RT dan lingkungan 
lembangcina ada 6 RW, 14 RT dan dimana jarak dari ibu kota Kecamatan ke 
Lurahan Pallantikang adalah 0,3 km. 
Secara administratif wilayah kelurahan Pallantikang berbatasan dengan : 
a. Sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Karatuang 
b. Sebelah timur berbaasan dengan kelurahan Letta dan Kelurahan mallilingi 
c. Sebelah selatan berbatasan dengan laut Flores 
d. Sebelah barat berbatasan dengan kelurahan Tappanjeng dan Kelurahan 
Bonto Rita 
Peta topografi memetakan tempat-tempat dipermukaan bumi yang 
berketinggian sama dari permukaan laut menjadi bentuk garis-garis kontur, 
dengan satu garis kontur mewakili satu ketinggian. Ditinjau dari segi geografis, 
Kelurahan Pallantikang terletak pada ketinggian daerah berkisar sekitar 0-25 
meter dari permukaan laut (mdpl) dengan kemiringan lereng 0-5%. 
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2. Jumlah  Kependudukan di Kelurahan Pallantikang abupaten Bantaeng 
Jumlah penduduk Kelurahan Pallantikang dari ke tahun terus mengalami 
peningkatan. Adapun jumlah penduduk Kelurahan Pallantikang pada tahun 2015 
yaitu 1.575 rumah tangga, 1.733 kepala keluarga terdiri dari 6.601 jiwa yang 
terdiri dari 3.187 jiwa laki-laki dan 3.414 jiwa perempuan. 
 
RT RW 
PENDUDUK 
LAKI-LAKI 
PENDUDUK 
PEREMPUAN 
JUMLAH 
PENDUDUK 
Lingkungan Lembang Cina 
001 001 89 108 197 
002 001 73 97 170 
001 002 122 137 259 
002 002 65 77 142 
003 002 184 183 367 
001 003 91 85 176 
002 003 130 138 268 
001 004 153 155 308 
002 004 114 130 244 
001 005 150 170 320 
00 2 005 49 58 107 
003 005 85 86 171 
001 006 225 220 445 
002 006 181 213 394 
Lingkungan Borkal 
001 001 52 55 107 
002 001 116 137 253 
003 001 37 48 85 
001 002 89 96 185 
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002 002 158 163 321 
003 002 41 47 88 
001 003 72 83 155 
002 003 103 98 201 
003 003 96 109 205 
001 004 130 128 258 
002 004 196 194 390 
003 004 145 155 300 
001 005 162 162 324 
002 005 79 82 161 
Jumlah 3187 3414 6601 
 
3. Hidrologi 
Adapun dari hasil survey kondisi hidrologi di Kelurahan Pallantikang 
terbagi menjadi genangan periodik yaitu sawah dan genangan permanen yaitu 
sungai. 
4. Geologi dan jenis Tanah 
Pada kelurahan pallantikang terdiri dari tanah Regosol dan jenis batuan 
sedimen. Tanah regosol merupakan hasil erupsi gunung berapi, bentuk 
wilayahnya berombak sampai bergunung, bersifat subur, tekstur tanah ini 
biasanya kasar, berbutir kasar, peka terhadap erosi, berwarna keabuan, kaya unsur 
hara seperti P dan K yang masih segar, kandungan N kurang, pH 6 - 7, cenderung 
gembur, umumnya tekstur makin halus makin produktif, kemampuan menyerap 
air tinggi, dan mudah tererosi.Tanah regosol sangat cocok untuk pertanian 
khususnya tanaman padi, kelapa, tebu, palawija, tembakau, dan sayuran. 
Sedangkan batuan sedimen adalah batuan yang terbentuk dari akumulasi material 
hasil perombakan batuan. 
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5. Iklim dan Curah hujan 
   Curah hujan rata-rta tahunan di wilayah kelurahan Pallantikang adalah 66 
mm/tahun dengan suhu rata-rata 23  C - 34 C. Musim hujan terjadi pada bulan 
Mei sampai bulan Agustus dan Musim kemarau terjadi antara bulan September 
hingga April. 
6.Vegetasi 
   Vegetasi menyangkut tentang jenis-jenis tanaman pelindung untuk kebutuhan 
ruang kota.  Berdasarkan hasil survei, vegetasi yang ada di kelurahan Pallantikang 
adalah tanaman trembesi atau ki hujan yang ditanam disepanjang jalan raya. 
7. Tata Guna Lahan 
   Penggunaan lahan merupakan suatu bentuk pemanfaatan atau fungsi dari 
perwujudan suatu bentuk lahan. Istilah penggunaan lahan didasari pada fungsi 
kenampakan lahan bagi kehidupan, baik itu kenampakan alami atau buatan 
manusia. Di Kelurahan Pallantikang yang memiliki Luas 93 Ha, sebagian besar 
lahannya digunakan untuk permukiman dan yang lainnya digunakan untuk 
persawahan, perkebunan, perkantoran dan lain-lain. Data ini diperoleh dari survei 
langsung dengan memperhatikan jumlah fasilitas yang kemudian disesuaikan 
kedalam bentuk angka. Penggunaan lahan yang ada di Kelurahan Pallantikang 
didominasi oleh Permukiman yang dimana luas penggunaan lahan sebagai lahan 
permukiman adalah 50,1% dari total penggunaan lahan di Kelurahan Pallantikang 
atau sekitar 46,593 Ha. sedangkan penggunaan lahan yang paling sedikit di 
Kelurahan Pallantikang adalah penggunaan lahan sebagai lahan Keamanan yaitu 
0.5% dari total penggunaan lahan di Kelurahan Pallantikang atau sekitar 0.465 
Ha. 
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8. Visi dan Misi Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng 
 
Visi   
Kecamatan Terbaik dalam tata kelola Pemerintahan Lokal yang Amanah 
dan Demokrasi di Indonesia tahun 2012 . 
Misi   
Misi pembangunan Kecamatan Bantaeng adalah :  
1. Mendorong dan memfasilitasi peningkatan wawasan dan kapasitas 
sumber aparatur dan masyarakat dalam lingkungan Kecamatan 
Bantaeng yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 
2. Mendorong tumbuh kembang dan memfasilitasi peningkatan kaasitas 
kelembagaan pemerintah Kecamatan Kelurahan atau Desa. Organisasi 
kemasyarakatan (LPM,BKM,Organisasi perempuan(PKK Majelis 
taklim kelompok wanita tapi dll), BKPRMI, Kelompok olah raga dll) 
dan organisasi lainnya. 
3. Mendorong tumbuh dan kembangnya partisipasi masyarakat dan 
fasilitas program pembangunan, masyarakat serta pemberdayaan 
masyarakat pengentasan kemiskinan. 
4. Mendorong dan memfasilitasi peningkatan keterlibatan perempuan 
dalam segala sector pembangunan atau yang berwawasan gender 
5. Mendorong dan memfasilitasi penataan kota melalui pemanfaatan 
ruang, bangunan, penghijauan, dan  pengaturan persampahan kota 
demi terwujudnya kota Bantaeng bersih, hijau dan cantik, (clean, 
green and beautiful of Bantaeng) 
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6. Mendorong dan memfasilitasi terwujudnya perwilayahan komiditi 
melalui pengembangan ekonomi kerakyatan pada sector pertanian, 
perikanan, kelautan, perkebunan, kehutanan, dan pengembangan 
sector perdagangan dan jasa. 
7. Mendorong dan memfasilitasi terwujudnya koordinasi dan fasilitasi 
penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan 
peraturan perundang-undangan demi tertibnya masyarakat sadar 
hukum. 
8. Mendorong dan memfasilitasi terwujudnya pelayanan public yang 
bermutu dan terbaik bagi setiap orang atau badan usaha dengan 
ketulusan dan keikhlasan dalam melayani. 
9. Mendorong akserasi pembangunan desa atau kelurahan melalui 4 
komponen dasar kehidupan yaitu air, api, tanah, dan angin atau udara. 
Air yaitu penyediaan air bersih untuk kebutuhan rumah tangga dan 
kebutuhan pengairan. Api yaitu penyediaan listrik. Tanah yaitu 
penyediaan untuk rumah dan usaha serta bangunan untuk bernaung 
atau berteduh. Udara atau angin yaitu penyedia sarana dan prasana 
dasar seperti infrastruktur jalan, jembatan, sekolah, posyandu atau 
poskesdes dan transportasi. 
B. Penyebab terjadinya perzinaan di  Masyarakat Bissampole 
Perzinaan merupakan hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-
laki secara sadar terhadap wanita yang disertai nafsu seksual diantara mereka 
tidak atau belum ada ikatan perkawinan secara sah atau ikatan perkawinan syubht. 
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Perbuatan zina sangat dicela oleh agama dan dilaknat oleh Allah. Pelaku 
perzinaan dikenakan sanksi hukuman berat berupa rajam. Berzina dapat 
diibaratkan seperti memakai yang bukan menjadi hal miliknya.  
Hal ini sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S. Al-isra 17: 32 
 
                  
Terjemahannya: 
Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah 
suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.
27
 
 
Dalam ayat ini Allah Swt melarang hamba-hambanya untuk berbuat zina 
dan mendekatinya. Begitu pula tidak boleh menerjang hal-hal yang mendekati dan 
mendorong untuk berbuat zina. Jadi, ayat diatas secara umum menunjukkan 
terlarangnya zina dan hal-hal yang mendekati zina. 
Sebab-sebab yang menjerumuskan kepada perbuatan zina adalah: 
1. Bersolek dan keluarnya wanita dari rumah serta sikap menyepelekan 
terhadap hijab (jilbab) yang syar’i. 
2. Seorang wanita yang melemahlembutkan suaranya, atau tulisan lisan 
lisan dimedia sosialyang menggoda akan membuka pintu-pintu fitnah. 
3. Berkhalwat (berdua-duan) dengan orang asing (bukan mahram), safarnya 
seorang perempuan tanpa mahram. 
                                                           
27 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan terjemahanya, h. 285. 
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4. Memandang wanita dengan gambar-gambar atau foto-foto mereka, 
kondisi sekarang dimedia sosial banyak foto-foto atau vidio yang mudah 
di akses. 
5. Ikhtilath (campur baur antara laki-laki dan perempuan) dipasar-pasar, 
tempat kerja, pesta dan even-even yang lain.
28
 
Presepsi masyarakat bissampole terhadap pengetahuannya serta 
penjelasannya tentang perzinaan adalah sangat urgen untuk dipahami karena 
orang tua Bissampole sebagai pemimpin dan penanggung jawab terhadap 
masyarakat hanya memahami bahwa perzinaan itu adalah sebuah perilaku yang 
dapat menghancurkan harga diri keluarga dan mencemarkan nama baik 
kampungnya. 
Bapak Boha selaku Kepala adat mengatakan bahwa: 
Penyebab terjadinya perzinaan di kampung bissampole adalah : 
a. Lingkungan 
Dimana masyarakat yang berada di sekelilingnya memberikan 
pengaruh yang cukup besar terhadap tingkah laku seseorang khususnya 
pada remaja yang usianya masih dini yang begitu mudah terpengaruh 
untuk melakukan sesuatu hal tanpa memikirkan dampak dan resiko 
nantinya.  
b. Suka sama suka (berpacaran) 
Mengikuti  hawa nafsu dan tanpa memikirkan dampak dari perzinaan 
itu. 
c. Kurangnya pengawasan dari orang tua 
                                                           
28 Adi Rianto ”metedologi penelitian sosil dan hukum”, Jakarta; Granit, 2010. 
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Dimana orang tua memberikan kepercayaan yang penuh terhadap 
anakanya sehingga tanpa adanya lagi pengawasan yang diberikan 
selaku orang tua. 
d. Kurangnya remaja yg memiliki pendidikan 
Dimana remaja yang tidak memiliki pendidikan hanya mengetahui 
dampak perzinaan yang kurang sehingga mudah terpengaruh dengan 
pergaulan bebas.
29
 
Hal ini senada yang dikatakan oleh dg.gassing selaku warga asli 
Bissampole: 
Penyebab terjadinya perzinaan itu karena adanya dasar suka sama suka 
yang mendasari sehingga pelaku melakukan perzinaan tanpa memikirkan dampak 
yang akan terjadi dengan perbuatan yang dia lakukan oleh pelaku.
30
 
Adapun pintu-pintu gerbang perzinaan jika seseorang memasulinya, maka 
ia akan tersesat dan sulit sekali selamat darinya: 
1. Al-Khothorot (lintasan pikiran) 
Awal mulanya dari perbuatan zina adalah dari lintasan pikiran dalam 
benak seseorang. Dari sini terlahir keinginan (untuk melakukan sesuatu) yang 
akhirnya berubah menjadi tekad yang bulat. 
2. Al-Lahazhot (lirikan atau pandangan pertama) 
Pandangan mata bagaikan anak panah syahwat yang dilincurkan Iblis 
untuk menjuruskan manusia kepada perzinaan. Dialah pintu gerbang jika telah 
dimasuki, maka akan menyeret manusia kepada kebuasan nafsu setan yang 
membawa kepada perzinaan. 
                                                           
29
 Boha (63 tahun), Kepala Adat Bissampole, Wawancara, Tanggal 16 juni 2018.  
  
30
 Saparuddin dg. Gassing (32 tahun), masyarakat Bissampole, wawancara, Tanggal 20 
juni 2018.  
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“Tundukkanlah pandangan kalian, dan jagalah kemaluan kalian.”(HR. Ath-
Thobroni). 
3. Kata-kata (Al-lafazot) 
Kata-kata bisa menjadi pintu gerbang perzinaan, yaitu dengan kata-kata 
kotor yang menjadi bumbu dan mengacu pada perzinaan, baik itu berupa lagu, 
syair atau cerita-cerita cabul yang hari ini menyebar di majalah dan surat kabar di 
tengah masyarakat. 
4. Berduan (al-kholwat) 
Yang dimaksud al-kholwat adalah bersepian dengan wanita-wanita yang 
tak halal baginya, baik itu pacarnya, sekretaris pribadinya, teman kuliah maupun 
pembantu perempuanya serta wanita lainnya yang tak halal baginya. 
5. Langkah-langkah nyata untuk melakukan perbuatan (al-khuthuwat) 
Inilah pintu gerbang yang paling berbahaya dari sekian pintu gerbang 
lainnya. Ia merupakan terminal terakhir yang menjadikan nafsu berhenti atau 
melanjutkan pertualangan iblis menjamah rimba zina yang sesungguhnya.
31
 
Menurut Andika selaku masyarakat kampung Bissampole penyebab 
perzinaan menurutnya ialah karena canggihnya teknologi saat ini sehingga mudah 
mengakses video tak senonoh maka remaja yang di mabuk asmara tergiur untuk 
melakukan perzinaan.
32
 
Tidak sedikit orang yang melakukan perzinaan, bahkan orang yang sudah 
memiliki keluargapun melakukan perzinaan karena kurangnya kesadaran akan 
dampak yang mereka peroleh dan mereka hanya memikirkan kenikmatan hawa 
nafsu yang membutakan pikirannya akan dampak dari perbuatanya. 
Oleh karena itu, penulis memaparkan beberapa kasus perzinaan di 
Kecamatan Bantaeng yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Bissampole. 
                                                           
31 Ali Hasan,”Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam”.(Jakarta: Siraja, 2003). 
32 Andika (17 tahun), masyarakat Bissampole, Wawancara, Tanggal 23 Juni 2018. 
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 Data Nama-nama Mengenai Kasus Perzinaan di Kecamatan Bantaeng Kab. 
Bantaeng pada Bissampole  
2016-2018 
Jenis Kelamin 
No.  Nama 
 
Umur Pendidikan Alamat 
1. SH (L) 
ENW(P) 
26 Tahun  
28 Tahun 
Tidak tamat 
SD 
Bissampole 
 
2. DHM (L) 
RMT(P) 
30 Tahun 
38 Tahun 
- 
SD 
Bissampole 
 
3. TG(L) 
SLH (P) 
22 Tahun 
18 Tahun 
SD 
SD 
Bissampole 
 
4. SRPDN(L) 
MRN(P) 
27 Tahun 
19 Tahun 
- 
- 
Bissampole 
 
5. SLM (L) 
SKM (P) 
26 Tahun 
22 Tahun 
Tidak tamat 
Tidak tamat 
Bissampole 
 
6. PDN (L) 
ERW (P) 
18 Tahun 
20 Tahun 
- 
Tidak tamat 
Bissampole 
 
7. JY (L) 
 RNYT(P) 
35 Tahun 
31 Tahun 
Tidak tamat 
- 
Bissampole 
 
8. TKB (L) 
SLM(P) 
15 Tahun 
17 Tahun 
SD 
SMP 
Bissampole 
 
9. MR (P) 
PJ (L) 
20 Tahun 
21 Tahun 
SMP 
SMP 
Bissampole  
 
10. RSL(L) 
RMP(P) 
23 Tahun 
20 Tahun 
Tidak tamat 
SMA 
Bissampole  
11. TMRN(L) 
IT(P) 
26 Tahun 
23 Tahun 
SMA 
SMP 
Bissampole 
12. BD(L) 
CL(P) 
25Tahun 
30 Tahun 
- 
- 
Bissampole 
13. A(L) 
MSN(P) 
- 
- 
- 
- 
Bissampole 
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Data-data masyarakat yang tercatat melakukan perzinaan dari hasil 
penelitian penulis bahwa yang menjadi permasalahan pada masyarakat bissampole 
adalah dimana segala penyebab-penyebab dari perzinaan itu di dasari karena 
faktor lingkungan dan kurangnya pengawasan dari orang tua, sehingga 
masyarakat bissampole lebih banyak dari kalangan remaja yang melakukan 
perzinaan dengan tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah. 
Pelaku perzinaan yaitu warga yang bernama T  yang bekerja sebagai buruh 
bangunan dan S  sebagai remaja umumnya yang sudah tidak bersekolah bahwa 
alasan mereka melakukan perzinaan adalah karena mereka menjalin hubungan dan 
nafsu mereka sudah tidak dapat mereka bendung lagi sehingga mereka mengambil 
langkah perzinaan dirumah warga dimana rumah tersebut tak berpenghuni. 
Perzinaan adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki 
secara sadar terhadap wanita yang disertai nafsu seksual dan diantara mereka tidak 
atau belum ada ikatan perkawinan secara sah atau ikatan perkawinan syubhat. 
Karena perzinaan itu  dapat mengaburkan masalah keturunan, 
menghancurkan rumah tangga, meretakkan perhubungan, meluasnya penyakit 
sipilis, kejahatan nafsu, dan merosotnya akhlak. 
Islam sebagaimana kita maklumi, apabila mengharamkan sesuatu, maka 
ditutupnya jalan-jalan yang akan membawa pada perbuatan haram itu serta 
mengharamkan apa saja serta seluruh pendahuluannya yang mungkin dapat 
membawa pada perbuatan haram itu. Oleh karena itu apa saja yang dapat 
membangkitkan seks dan membuka pintu fitnah baik oleh laki-laki maupun 
perempuan serta mendorong orang untuk berbuat yang keji atau paling tidak 
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mendekatkan perbuatan yang keji itu atau yang memberikan jalan-jalan untuk 
berbuat yang keji, maka Islam melarangnya dari perbuatan yang merusak.
33
 
Dasar keharaman zina dalam Hukum Islam yaitu QS. Al- Mukminun (23): 
5-7. 
                      
                           
Terjemahannya: 
Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap 
istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka 
sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa 
mencan yang di batik itu maka mereka itulah orang-orang yang 
melampaui batas. 
Dalam ayat diatas ini, Allah Swt. Menerangkan sifat dari orang yang 
mukmin yang berbahagia, yaitu suka menjaga kemaluannya dari setiap perbuatan 
keji, seperti zina, homoseks, onani, dan sebagainya. 
 Dari beberapa faktor penyebab perzinaan dapat disimpulkan bahwa 
Hukum Islam hanya membolehkan bersenggama hanya dapat dilakukan dengan 
istri yang telah dinikahi dengan sah atau dengan jariahnya yang diperoleh dari 
jibad fisabilillah, karena dalam hal ini mereka tidak tercela. Akan tetapi 
barangsiapa yang berbuat diluar hal tersebut itu, mereka itulah orang-orang yang 
melampaui batas. Dalam ayat tersebut Allah sudah menjelaskan bahwa 
                                                           
33
 Dr. Yusuf Qardhawi, “Halal dan Haram dalam Islam”, (Cet. PT Bina Ilmu Offset, 
Surabaya 2003). H. 202. 
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kebahagian seorang hamba Allah itu tergantung kepada pemeliharaan 
kemaluannya dari berbagai penyalagunaan supaya tidak termasuk orang-orang 
yang tercela dan melampaui batas. 
Unsur kedua dari zina adalah perzinaan itu dilakukan dengan sadar dan 
sengaja. Termasuk dalam pengertian sadar dan sengaja adalah pelaku zina itu 
mengetahui bahwa perbuatan itu diharamkan.  
C. Sanksi adat terhadap pelaku pezina di masyarakat Bissampole 
Sanksi adat adalah tindakan adat atas pelanggaran terhadap warganya 
sesuai aturan-aturan yang telah disepakati yang biasanya tertuang dalam awing-
awing desa adat sebagai pedoman dalam norma dan tata krama bermasyarkat 
sesuai dengan adat istiadat setempat. 
Dimana pada umumnya sanksi diberikan bertujuan agar tercapainya 
keseimbangan dalam masyarakat untuk dapat menciptakan kedamaian lahir batin. 
Hal ini disebutkan dalam hadist antara lain: 
Rasululah Shallallahu’alaihi wa sallam bersabda. 
 
 
Artinya: 
Ambillah diriku, ambillah diriku. 
Sesungguhya Allah telah memberi jalab yang lain kepada mereka, 
yaitu orang yang belum menikah (berzina) dengan orang yang 
belum menikah, (hukumnya) dera 100 kali dan diansingkan 
setahun. Adapun orang yang sudah menikah (berzina) dengan 
orang yang sudah menikah (hukumnya) dera 100 kali dan rajam.   
Adapun sanksi adat massa yang merupakan salah satu bentuk penerapan 
hukum pidana adat masyarakat Bissampole di Kecematana Pallantikang 
Kabupaten Bantaeng. Massa pada dasarnya merupakan sanksi adat yang 
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dijatuhkan kepada pasangan yang melakukan perzinaan di Bissampole. Dimana 
sanksi adat massa dilakukan ketika salah satu atau keduanya melakukan perzinaan 
melanggar aturan adat yang berlaku. Misalnya mereka (yang melakukan 
perzinaan) telah berbuat zina dikampung tersebut baik mereka berasal dari 
kampung Bissampole ataupun berasal dari luar kampung Bissampole maka adat 
sanksi massa akan diterapkan bagi mereka. 
Sanksi adat massa diterapkan karena masyarakat merasa bahwa perbuatan 
perzinaan adalah hal yang memalukan (appakasiri) sehingga masyarakat 
Bissampole menganggapnya siri’. Dimana kita ketahui bahwa siri’ adalah 
kebanggaan atau harga diri yang telah diwariskan oleh leluhur. 
Penerapan sanksi adat terhadap pelaku zina khususnya di Bissampole 
Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng : 
6. Di buang dari daerah yang bersangkutan yaitu pelaku zina dibuang atau 
dikeluarkan dari daerah yang bersangkutan menurut adat yang telah 
ditentukan.  
2. Pelaku pezina di buang atau dikeluarkan dari daerah yang bersangkutan 
menurut adat bersama seluruh anggota keluarga inti karena masyarakat 
setempat menganggap bahwa anggota keluarga pelaku zina tersebut akan 
berusaha untuk menututpi atau mempertahankan kesalahan dari pelaku. 
3. Pelaku zina diberikan denda dengan membayar sejumlah uang atau benda 
yang dikenakan kepada setiap orang yang melanggar aturan yang telah 
ditetapkan secara bersama, denda yang dikenakan dapat berupa sejumlah 
uang  atau pembayaran seekor hewan untuk membersihkan kembali lagi 
kampung halaman yang telah sudah mereka kotori dengan perbuatan zina 
jika pelaku laki-laki tidak  mau bertanggung jawab untuk menikahi 
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pelaku perempuan dengan tujuan untuk menutupi rasa malu yang di 
alami keluarga perempuan.  
Dalam penerapan sanksi adat yang telah dijelaskan diatas  sanksi buang 
atau denda tersebut dapat berlaku jika para pelaku zina ditangkap basah 
oleh orang lain atau masyarakat. Setelah itu kepala adat akan memanggil 
kedua belah pihak untuk dilakukan musyawarah jika pelaku terbukti 
bersalah maka barulah pelaku dibuang atau dikeluarkan dari daerah yang 
bersangkutan setelah menemukan kata mufakat. 
34
  
Tujuan penerapan sanksi ini adalah untuk mewujudkan ketertiban dan 
tingkat kesadaran yang lebih tinggi lagi pada masyarakat Bissampole jika 
perzinaan itu adalah perbuatan yang sangat  keji. Dapat dipahami, bahwa sanksi 
adat itu sangat diperlukan sebagai jalan keluar dari permasalahan perzinaan yang 
masih ditemukan dalam masyarakat, agar orang-orang yang melakukan zina 
mendapat efek jerah dari perbuatan yang mereka lakukan tersebut. 
Hal ini senada yang dikatakan oleh ibu Rosmania, selaku masyarakat di 
kampung Bissampole Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng. 
Bahwa dengan adanya sanksi massa dan sanksi lainya sangat berdampak 
atau berpengaruh positif untuk masyarakat karena dilihat dari segi penetapan 
sanksi itu sendiri, pembuangan bagi pelaku pezina, pembayaran denda atau 
penyucian kampung halaman dan dalam sanksi adat massa. Terutama untuk 
masyarakat Bissampole itu sendriri.
35
 
Nabi Muhammad SAW telah memberitahukan kepada kita semua 
bahwasanya perbuatan zina itu, akan mendapat balasan dari Allah SWT baik 
selagi masih di dunia maupun nanti di akhirat. 
Rasulullah SAW bersabda yang artinya: 
                                                           
34 Boha (63 tahun), kepala Adat Bissampole, wawancara, tanggal 16 juni 2018. 
35 Rosmania (46 tahun) , masyarkat Bissampole, wawancara, tanggal 20 juni 2018. 
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“Dua kejahatan akan dibalas oleh Allah SWT ketika didunia , zina dan 
durhaka kepada ibu bapak”. (H. R. Thabrani). 
 
Mengenai hukuman atau balasan atas perbuatan zina tersebut, rasulullah 
SAW menyebutkan bahwa dalam zina, ada enam bahaya yang mengikutinya baik 
di dunia maupun akhirat. 
1. Dunia, cahaya akan hilang dari wajah orang yang berbuat zina, 
umurnya akan semakin pendek, serta kekal dari kemiskinan. 
2. Akhirat, murka Allah SWT menanti, hisabnya buruk, serta 
mendapatkan siksaan di neraka.
36
 
Hukuman dalam tindak pidana zina telah diatur oleh Al-Qur’an karena 
merupakan hak Allah Swt. Secara mutlak ada dua macam perbuatan zina yang 
mendapat hukuman wajib bagi pelakunya, yaitu: Ghairu muhsan, arinya suatu 
zina yang diklakukan oleh orang yang belum pernah melangsungkan perkawinan 
yang sah. Artinya pelaku zina yang masih bujang atau perawan, yaitu mereka 
yang belum menikah. Untuk hukuman yang dibebankan pada pelaku zina dengan 
status ghair muhsan adalah dera seratus kali. 
B. Analisis tentang pelaku pezina yang dikenai Sanksi Adat Massa pada 
masyarakat Bissampole Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng. 
Sebagaimana telah dipaparkan beberapa aspek penyebab yang melatar 
belakangi masyarakat Bissampole melakukan perzinaan sehingga mewajibkan 
masyarkat melakukan beberapa sanksi yang telah sudah disepakati untuk 
memenuhi hukuman bagi pelaku pezina, adapun sanksi adat massa merupakan 
salah satu bentuk penerapan hukum pidana adat masyarakat di Bissampole. Adat 
massa pada dasarnya merupakan sanksi adat yang dijatuhkan kepada pelaku 
pezina di Bissampole. Diman sanksi adat massa dilakukan ketika ada masyarakat 
                                                           
36 Jamal Abdurrahaman Ismail “Bahaya Penyimpangan Seksual”, (Cet. 46; Jakarta: 2006). 
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yang di dapati berzina oleh masyarakat, misalnya mereka berani berzina di dalam 
rumah dan masyarakat setempat mengetahui akan perbuatanya itu maka sanksi 
adat massa akan diterapkan bagi mereka 
Sanksi adat massa diterapkan karena masyarakat menganggap bahwa 
perbuatanya adalah hal yang memalukan (appakasiri) kuatnya siri’ yang dimiliki 
oleh masyarakat Bissampole, sangat jelas terlihat jika harkat dan martabatnya 
dilanggar oleh orang lain, maka masyarakat akan berbuat apa saja untuk 
memperbaiki nama baik kampung halamanya. 
Adapun sanksi atau hukuman adat massa adalah berupa pemberian sanksi 
berupa sanksi fisik dan nonfisik. 
Sanksi nonfisik yaitu: 
a. Penghinaan 
b. Diusir dari kampung 
c. Dikucilkan dari pergaulan masyarakat  
Sanksi fisik yaitu: 
a. Penganiayaan ringan 
b. Penganiayaan berat dan 
c. Bahkan pembunuhan  
Sanksi massa dalam penerapanya dilakukan secara berkelompok (massa), 
masyarakat mengakui sanksi adat massa tersebut memiliki kekuatan berlaku yang 
sama dengan hukum pidana adat, sebab sanksi tersebut merupakan kesepakatan 
yang telah ditetapkan oleh kepala adat Bissampole. 
Penerapan sanski adat massa dalam penyelesaian sengketa kehidupan 
masyarakat di  Bissampole Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng merupakan 
salah satu daerah yang masih memang teguh adat istiadat dalam hal sanksi adat 
massa dalam menyelesaikan sengketa dikehidupan masyarakat, apabila 
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diselesaikan menurut hukum pidana maka kehidupan masyarakat selalu terjadi 
konflik berkepanjangan. Sanksi adat massa merupakan salah satu menyelesaikan 
konflik khususnya dalam menyelesaikan persoalan perzinaan. 
Dalam konsep KUHP tahun 1999 atau 2000. 
Dalam pasal 1 ayat (3) berbunyi:  
“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak 
mengurangi berlakunya hukum adat yang menentukan bahwa 
menurut adat setempat seseorang patut dipidana walaupun 
perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-
undangan”. 
 
Keharusan adanya tindakan sanski Massa dalam perzinaan sebagaimana 
diketahui dalam firman Allah Q.S  Al-isra’(17:32) 
                  
Terjemahanya: 
“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah 
suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”. 
 
Dalam ayat ini Allah Swt melarang hamba-hambanya untuk berbuat zina 
dan mendekatinya. Begitu pula tidak menerjang hal-hal yang mendekati dan 
mendorong untuk berbuat zina. Jadi, ayat diatas secara umum menunjukkan 
terlarangnya zina dan hal-hal yang mendekati zina.
37
 
Atas pertimbangan diatas maka setiap umat Islam, wajib hukumnya 
melakukan perkawinan yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
Oleh karena itu sanksi adat massa terhadap masyarakat Bissampole sangat efektif 
                                                           
37 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan terjemahnya, h.285. 
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sesuai dengan ketentuan yang diterapkan pada hukum adat yang sudah ditentukan 
oleh kepala adat.  
Walaupun demikian, pihak kepala adat selalu berusaha memeberikan 
arahan terbaik terhadap masyarakat yang yang berzina tentang pentingnya 
menjaga kehormatan keluarga dan nama baik kampung. 
Cara seperti itulah yang sering dilakukan oleh pihak kepala adat 
Kecamatan Bantaeng dalam mengatasi perzinaan yang sering terjadi di kalangan 
masyarakat. Meskipun pada kenyataanya masih ada remaja yang melakukan 
perzinaan. 
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BAB V 
                    PENUTUP 
 
A. Kesimpulan  
Berdasarkan uraian diatas yang telah dijelaskan dan dianalisis, maka dalam 
penelitian ini dihasilkan beberapa kesimpulan yang menjadi jawaban atas 
beberapa permasalahan yang telah diuraikan adalah: 
1. Bahawa masyarakat Bissampole yang berada di Kelurahan Pallantikang 
Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng. Dalam penyebab terjadinya 
perzinaan ada beberapa yaitu:  
a.  Lingkungan dimana masyarakat dengan mudah memberikan pengaruh 
yang cukup besar pada tingkah laku remaja yang masih usia dini. 
b. Suka sama suka dimana pelaku zina mengikuti hawa nafsu yang berada 
dalam dirinya. 
c. Kurangnya pengawasan dari orang tua dimana orang tua memberikan 
kepercayaan terhadap anaknya dengan tanpa memberikan pengawasan 
lagi kepada anaknya 
d. Kurangnya remaja yang memiliki pendidikan dimana remaja hanya 
memahami akan zina itu apa tapi mengetahui lebih dalam lagi akan 
dampaknya zina itu. 
2. Pelaksanaan sanksi adat pada pelaku perzinaan terhadap masyarakat 
Bissampole Kecamatan Bantaeng terbilang sangat efektif. Dimana sanksi 
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tersebut yaitu: (1)Sanksi Adat Massa (2)Dibuang dari daerah atau kampung 
(3)Dikeluarkan dari kampung bersama dengan keluarganya (4)Denda 
B.  Implikasi Penelitian 
1. Kepada  masyarakat Bissampole yang melakukan perzinaan kebanyakan 
dilakukan oleh remaja karena itu dibutuhkan perhatian khusus agar tidak 
terjadi lagi perzinaan tanpa adanya perkawinan yang sah. Maka dari itu 
dibutuhkan pendekatan khusus untuk memberikan pemahaman tentang 
dampak yang ditimbulkan dari perzinaan bukan malah mendiami atau 
membiarkan. Dan perlu kiranya kepala adat memberikan penegasan kepada 
pezina yang belum sah dalam perkawinan. 
2. Sanksi adat yang perlakukan di masyarakat Bissampole tentunya sangat 
berpengaruh untuk masyarakat yang berzina, karena itu perlu kesadaran 
juga bagi pelaku pezina agar lebih peduli terhadap dampak negatif bagi 
dirinya maupun terhadap anak-anaknya kelak. 
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